MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 1996
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PERSYARATAN
PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang:a. bahwa agar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang

Mengingat :

Menetapkan :

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang
Berkedudukan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih berdaya
guna, ketentuan mengenai kriteria tidak berkedudukan di Indonesia
sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang
Asing perlu dirumuskan kembali;

b. bahwa berhubung dengan itu perlu mengubah ketentuan Pasal 4

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 7 Tahun 1996 termaksud;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2043 );

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3474);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang
Pengawasan Orang asing Dan Tindak Keimigrasian (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang
Berkedudukan Di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3644);.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang
Kabinet Pembangunan VI;

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
MEN-TERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PERSYARATAN PEMILIKAN RUMAH
TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING.

PUSAT HUKUM DAN HUMAS BPN RI SJDI HUKUM



Pasal 1

Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7
Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang
Asing dicabut dan diganti dengan Pasal 4 baru yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Orang asing yang telah memiliki rumah di Indonesia tidak lagi memenuhi syarat
berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 1
Peraturan ini.”

Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 1996

MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO
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